5.1

BABYV
PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan besaran mut’ah pada
perkara cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh didasarkan
pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang
mewajibkan bekas suami memberikan mut’ah yang layak kepada
bekas istrinya. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpedoman
pada ketentuan normatif tersebut, tetapi juga mempertimbangkan
kemampuan ekonomi suami, kondisi sosial ekonomi para pihak,
lamanya perkawinan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,
serta prinsip kepatutan dan keadilan. Karena tidak terdapat ukuran
nominal yang pasti dalam peraturan perundang-undangan, maka
besaran mut’'ah yang ditetapkan berbeda-beda sesuai karakteristik
masing-masing perkara.

Berdasarkan hasil Penetapan besaran mut’ah memiliki dampak yang
signifikan, baik secara ekonomi maupun psikologis terhadap para
pihak. Bagi istri, mut’ah berfungsi sebagai dukungan ekonomi awal
pasca perceraian, namun efektivitasnya sangat bergantung pada besar
kecilnya nilai yang ditetapkan. Mut'ah yang rendah cenderung hanya
bersifat simbolis, sementara mut’ah yang proporsional, terutama hasil
kesepakatan, lebih mampu memenuhi kebutuhan riil. Bagi suami,
mut’ah merupakan beban finansial yang harus disesuaikan dengan
kemampuan ekonomi agar putusan tetap realistis dan dapat
dilaksanakan, sehingga hakim sering melakukan penyesuaian untuk
menghindari beban berlebihan. Dari sisi keadilan, putusan yang
memiliki disparitas tinggi antara tuntutan dan amar putusan
berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, khususnya bagi istri,

sedangkan putusan yang lahir dari mediasi cenderung lebih
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mencerminkan rasa keadilan, karena didasarkan pada kesepakatan
bersama. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan hak
istri, kemampuan ekonomi suami, dan pendekatan dialogis melalui
mediasi, menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan substantif dalam
penetapan mut’ah.

5.2 Saran

1. Bagi akademisi, diperlukan upaya pengembangan kajian yang lebih
komprehensif terkait standar dalam penetapan mut’ah dalam hukum
Islam maupun hukum positif, sehingga dapat memberikan kontribusi
nyata dalam meminimalisir disparitas putusan yang selama ini terjadi
di lingkungan peradilan agama. Hal ini perlu diarahkan pada
pembentukan kerangka konseptual yang dapat dijadikan rujukan
dalam praktik peradilan, khususnya dalam menentukan batas
kewajaran besaran mut‘ah. Selain itu, penting untuk mendorong
penelitian lanjutan yang bersifat komparatif antar pengadilan agama,
melalui pendekatan komparatif ini, akan terlihat secara lebih jelas
faktor-faktor yang memengaruhi disparitas, sekaligus membuka
peluang untuk merumuskan standar yang lebih seragam dan
berkeadilan.

2. Bagi masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara, diperlukan
peningkatan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan
kewajiban dalam perceraian, terutama yang berkaitan dengan mut’ah.
Pemahaman ini penting agar setiap tuntutan yang diajukan tidak
bersifat berlebihan ataupun tidak proporsional, melainkan
disesuaikan dengan prinsip kepatutan, keadilan sehingga para pihak
tidak hanya berorientasi pada kepentingan sepihak, tetapi juga
mampu mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban secara

lebih rasional dan berkeadilan.
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